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BUPATI KARANGANYAR

. bahwa Lembaga Penylaran merupakan Medla Komumkam massa yang

mempunyal peran pentmg dalam menjalankan fungsinya sebaga1 Media
inforrﬁasi pendldlkan hiburan serta kontrol dan perekat sos:al maka perlu '
dibentuk Lembaga Penylaran Publik Lokal Radio. Publik Kabupaten |
Karanganyar SWIBA FM; '

. bahwa untuk maksud tersebut, pe\rlu diatur dan ditetapkan dengan-

Peraturan Bupat1

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -

daerah Kabupaten dalam ngkungan Provinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang ‘Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomumkam (-
.._';Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asa51 Manusia ( ,

Lembaran Negara Republik Indonesia ~~  Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ) ; -

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penylaran ( Lembaran
| Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4252) ;

Il

o



L Mengtapkah

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone51a ~ Nomor :
4389); | e . |
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah ( i

. 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang ‘Nomor 32 Tahunf :

|

Undang—Ufidéing meor 10 Tahun. 2004 téntang Pémbentukari Peraturan

Perundang - ndangan ( Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2004'

- Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan o
o ‘ Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4437 ), sebagalmana telah o ’
A dlubah beberapa kali terakhir - dengan Undang-Unaang Nomor 12 Tahun’ ’ '

2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republlk'

~ Indonesia- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republxk'

" 10.

Indone51a : " Nomor 4844)

Peraturan Pemerlntah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan

Penylaran Lembaga Penylaran Pubhk AT ( Lembaran Negara~ o

Republik Indones1a tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran - |
Negara Repubhk Indonesia- Nomor 4485); e ‘ Vo

Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penylaran g

Publik Radlo Repubhk IndoneSIa o , ( Lembaran Negara Republlk' -
i Indones1a tahun 2005 Nomor 29 Tambahan Negara Repubhk
'Indonesw Nomor 4486) - '

: Peraturan Pemermtah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran

Publik Telev151 Repubhk Indonesm o ( Lembaran Negara Repubhk'
Indonesia tahun 2005 | Nomdr 30 Ta“nbahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesna Nomor 4487); i ‘

Peraturan Menten Komumka51 dan Informatlka : - 5 : Nomor 28 / P/

MKOM]NFO / 9 / 2008 tentang Tatd cara dan Persyaratan Perxzman k

, Penyelenggaraan Penylaran

i MEMUTUSKAN 3

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN,’ L
'PUBLIK LOKAL. RADIO PUBLIK ~ KABUPATEN KARANGANYAR' e
,_SWIBAFM’ SR T ‘




| BABI | |
| KETENTUANUMUM =~
’  Pasall ‘7 S

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
-3,
4

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. ‘ , ‘
Pemermtah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. '
Bupati adalah Bupat1 Karanganyar ‘

Lembaga Penylaran Publik Lokal Radio Publik yang selanjutnya dlsebut LPPL
Radio Publik Kabupaten Karanganyar adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radio Publik berbentuk badan hukum yang dldmkan oleh Pemerintah Daerah
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radxo ber51fat independen, netral, tidak
komersial dan berﬁ,mgm memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat
yang 51arannya berjarmgan dengan Radio Repubhk Indonesia ( RRI).

Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penylaran Publik yang berfungsi
mewakili‘masya]‘tr'akat pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang‘ '
menjalankan tu|gas pengawasan untuk mencapal tujuan lembaga penyiaran
pubhk - , |

Dewan Dlrek51 adalah Unsur Pimpinan Lembaga Penylaran Publlk yang

berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

Komisi Penylar{an Indonesia Pusat yang selan_]utnya disebut KPIP adalah

lembaga Negara yang bersifat mdependen yang ada di’ pusat, sebaga1 wujud

peran serta masyarakat di bidang penyiaran , yang tugas dan wewenangnya

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penylaran

. Komisi Penylaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah

lembaga Negara yang bersifat 1ndependen yang ada di Jawa Tengah sebagai
WUJUd peran serta masyarakat di bidang penyxaran , yang tugas dan
wewenangnya dxatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang'
Penylaran g ' '

Pedoman Perllaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi

lembaga penylaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawa51 51stem

penyiaran nasxonal di Indonesia.

- 10. Swara Intanpan Membangun Frekuensi Modula51 yang selanjutnya disebut

dengan SWIBA'FM adalah nama LPPL Kabupaten Karanganyar
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A |
|

¥ ‘ BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2
(1) LPPL Kabupaten Karang,anyar SWIBA I'M untuk jasa penyiaran radio berbentuk Koperasx
(2) LPPL sebagaimana d;mdl\sud pddd ayat (1) bernama Radio Publik Kabupaten Karanganyar

.

SWIBA FM. ‘
(3) Susunan Organisast LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA M - dan nama
Rudio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM lebih lunjut ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BAB III
SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3
. (1) LPPL Radio publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM, ba1k secara kelembagaan maupun

dalam penyelenggaraan penylarannya bersifat independen, netral dan tidak komer51a1
- (2) LPPL Radio Pub11k Kabupatien Karanganyar SWIBA FM bertujuan menyajikan_ program :
- siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa,
vc"erdas mempgrkokoh integrasi nasional dalam rangké membangun masyarakat mandiri,
demokratls adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
f
| _ BABIV
| PERIZINAN e

Pasal 4
. Untuk menyelenggarakan penyxaran LPPL Radxo Publxk Kabupaten T(aranganyar SWIBA FM |
Wa_]lb mendapatkan izin penyelenggaraan penylaran dengan mengajukan permohonan kepada
‘Kementerian Komunikasi dan;Ipformat.xka Republik Indonesia mel_alul KPID Provinsi Jawa

Tengah. i . f

BABV
ALAT KELENGKAPAN

" Pasal
(l) Sebagal alat kelengkapan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dlbentuk Dewan
Pengawas dan Dewan Direksi,

-

*
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(2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupatx atas usul Dewan Perwakllan Rakyat Daerah .
(3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatuhan dan kelayakan

secara terbuka atas masukan dan Pemerintah dan / atau masyarakat

- (4) Jumlah Anggota Dewan’ Pengawas sebanyak 3 ( tlga ) orang terdiri dari unsur Pemermtah |

Prakt151 penyiaran dan Masyarakat o e . ' . .
(5) Dewan Pengawas dan Dewan Dlrek51 memxllkl masa kerja selama 5 (hma ) tahun dan dapat

dipilih ombali hanya untuk 1 ( satu ) kali masa kerja berlkutnya o g
() DeWan Direksi dlangkat oleh Dewan Pengawas. ' N

‘ BAB VI v
DEWAN PENGAWAS

o, " - Pasal6

- Dewan Pengawas mem111k1 kewenangan sebaga1 berikut :

a. memilih dan mengangkat Dew}an Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan

. b. - menetapkan Program Umum lima tahun LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA

FM.

Pasal 7

Dewan _Pengayvaé memiliki .tugas / kewajlban
a. mengaWasi kinerja Dewan Diriaksx ;
bL mengawas1 Slaran e :
c. ‘menjamin bahwa LPPL Radlo Pubhk Kabupaten Karanganyar SWIBA FM tetap beonenta51

:padapubllk T R S , ; .
d. menampung aspirajlsyi, kntlk, kelphan- .rﬁasya;@kat ghtuk__selanjuthya diéampaikan kepada

' Dewan Dlrek51

e memmta dan menerima masukan saran atau pendapat pubhk mengenai siaran / acara LPPL A

vRadlo Publlk Kabupaten Karainganyar SWIBA FM

] L

beb
i

! 1

[ | Pasal 8

' Untuk dapat d1p111h sebaga1 Angg(‘)ta Dewan Pengawas harus memenuh1 syarat sebagal berlkut

. Warga Negara RI yang bertaqrva kepada Tuhan Yang Maha Esa

‘d. Sehat Jasmam dan rohani ;

b Setla kepada Pancasila dan UUD 1945

T ,
c. Berpendxdxkan sarjana atau memxlhkl kompetensx yang setara ;

e, ‘Berw1bawa Jujur ad11 dan’ berkelakuan tldak tercela _ :




f:. Bagl yang berstatus PNS harus, memenuh1 kualifikasi dan kompeten51 di bldang penylaran

g Bagl anggota yang diangkat dan unsur masyarakat wajib non partlsan tidak sedang men_)abat'v'

: anggota legislatif dan yudlkatxf ; B ‘

h. Bagi anggota dari unsur penylaran Wajlb memiliki pengalaman di bidang penylaran yang layakr
dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran Iamnva

i. Tidak memiliki ikatan lembaga penylaran lain ;

-] Dewan Pengawas terdiri dari unsur masyarakat praktisi penyiaran dan pemermtah

k. Pengesahan Dewan Pengawas dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

" BAB -
' DEWAN DIREKSI .

\ Pasal 9
Dewan Dlrel'sx memiliki kewenangan sebagal berikut :

menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima ) tahun ;

b mengangkat dan memberhentlkan karyawan LPPL Radio Publlk Kabupaten Karanganyar -

- SWIBAFM; ! |
c. menétapkan kebijakan opefafsional untuk kemajuan LPPL:.» Radio Publik Kabupéten
| 'Karanganyar SWIBA FM ; | ' | -
d. menjalin kerjasama dengan piléak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Publik‘: Kabupaten ’
Kéranganyar SWIBA FM. sesii:ai dengan .Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ,‘

§
{
i

, ' Pasal 10
Dewan Dlrekm meiliki tugas sebaga1 berlkut ¥y
ar menjamm siaran yang dllakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar ‘

. Program Slaran yang dltetapkan Komisi Penylaran Indonesxa
b. " melayani hak publlk akan 1nforma51 yang independen, netral, dan t1dak komer51a1
c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat / khalayak di Kabupaten Karanganyar
d. menjahn komumkasx yang sehat antar masyarakat '

t ' Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan DlrekSI harus memiliki persyaratan sebagal berlkut
a. warga Negara Rl yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; .
b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ;

_c. berpendidikan sarjana atau mem111k1 kompetensi yang setara ;

e

sehat j jasmani dan rohani ;




memiliki kecakapan manaj erfal, jujur, adil dan kerkelakuan tidak tercela ; ’ : ‘
| | N e |
. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran ; |

bukan anggota legislatif, yudlkgatlf dan nonpartisan ;

S

tidak mem1111k1 ikatan dengan lembaga penylaran lain,
. l .

o ; Pasal 12 , :
(1) Dewan Dlrek51 wapb melaporkan keglatan LPPL Radlo Publlk Kabupaten Karanganyar
o SWIBA FM kepada Bupat1 dan DPRD secara berkala ‘
(2) Dalam men] jalankan keglatannya LPPL Radio Publlk Kabupaten Karanganyar SWIBA FM;

dlawam oleh Dewan Pengawa‘s DPRD dan KPID.

BABVII
'SUMBERBIAYA

Pasal 13

(1) Sumber pemblayaan LPPL Radlo Publik Kabupaten Kardnganyar SWIBA FM dan alat
kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belan]a Daerah Kabupaten Karanganyar.

(2) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM dlperbolehkan untuk mendapatkan

5

: sumber pemblayaan lain yaltu
i :
‘b.v siaran iklan, sesua1 Peraturan Perundang-undangan

a. - iuran penyiaran ;
“C.. usaha lain yang sah dan tldak menglkat

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN o o

| m PR  : ol Pasal 14 -

Sebelum dlangkat Dewan Pengawas dan Dewan Dxrek31 LPPL Radio Publik Kabupaten

T Karanganyar SWIBA FM berdasarkan Peraturan Bupati i mx pejabat yang menanganl pengelolaan

| penylaran radlo SWIBA FM Kabupaten Karanganyar masih tetap berlaku dan tetap n1en_|alankan
tugas sesua1 ketentuan yang berlaku sampai dilantiknya pejabat yang baru

- Pasal 15
: Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka segala ketentuaﬁ dan lembaga ya

_ ng ada masih
; tetap berlaku sepanj ang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupat1 ini. ’




~ BABX
KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 16
Hal- hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknls penyelenggaraan keglatan pada LPPL
Radlo Publik Kabupaten Karanganyar SWIBA FM ditetapkan oleh Dewan Direksi.

|  Pasal 17
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

l

Agar setiap orang mengatahulnya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal .... % e WL(@@V 201
BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRTANI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal A~ HO[PC WL lﬂu" 2ol

Pit. SEKRETARIS DAERAH K:}XBUPATEN KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR At 9_




